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Assalamu'alaikum We Wh.

Allhamdulilfahi robbil'alamin, pug syukur
kita panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya karena
rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Tahiunan
Direktorat lenderal Sumber Daya dan Feranghkat
Pos dan nformatika (Ditjen SOPPI) - Kementerian
Komunikasi dan Informatika tahun 2011 dapat
diselecakan.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama bag
Ditjen SOFFI, instans yvang merapakan pemekaran
dari  Oitjen  Pos  dan  Telekomunikasi  untuk
melaksanakan tugas dan fungsinga yang lebih
fokus dalam 2 bidang, yaitu pengelolaan sumber
daya terbatas TIK terutama spektrum frebuens
radio serts standardisass perangkat TIE Ditjen
SOPFL dibentuk berdasarkan Peraturan Fresiden
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Eedudulan, Tugas, dan Fungsi Eementerian Megara
serla Susunan Organisas, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara.

Dalam tahun 2011 cukup banyak hal — hal
penting yang dapat dicapai oleh Ditjen SDPPI,
vaitu : penyiapan masterplan frekuensi untuk TV
digital pada pita 478 = 654 MH7, penyelesaian
hambatan penggelaran jaringan EWA hasil lelang
tahun 2009 dengan telah dikeluarkan kebijakan
Netral Teknologi dan penyelesaian Bulu Putih
Rencana Pita BWA 2300 — 2360 MHz untuk materi
lelang BWA ke = 2. Untuk layanan Sebuler dan F&A
telah diselesaikan perhitungan besaran Braya Hak
Penggunaan (BHF) Lnin Pita Spektrum Frebuens
Radio (IPSFR) tahun ke 2.

Untuk peningkatan pelayanan perizinan lre-
kuens radio telah disusun roadmap pengembangan
Sistem  Informad Manajemen Freluensi  untuk
tahun 2011 hingga 2017 dimana Ditjen SDPFI
berkomitmen akan melaksanakan pelayanan e
licensing dan e-process. Disamping pelayanan izin
frekuens radio, Ditpen SOPPLuga menyelenggarakan
sertifikasi operator radio dimana pada tahun 2011
telah  diberikan sertifikat bagi 11450 operator
radio yang terdiri darn radio amatir, radio konsesi

Kata Pengantar

dan radio maritim yang telah lubus ujian sertifikasi,
personil — personil ahli ini sudah barang tentu akan
dapat diserap ofeh industri dan memberikan nilai
tambah bagi industri tersebut. Sedanghan pada
pelayanan sertifikas perangkat telah diterbitkan
sedikitnga 5500 sertifikat perangkat TIK yang telah
memenuhi persyaratan teknis sebagai perlindungan
bagi masyarakat dan menjamin interoperabilitas
dengan jaringan telekomunikasi. Disektor pelayanan
pengujian dan sertiikasi perangkat informatika
telah bherhasil diperoleh kembali sertifilat akreditasi
standar mutu BOSIEC 17025 yvang berlaku hingga 4
tahun ke depan.

Citjen SDFPI mempunyal tugas juga sebagai
instansi pemungul Pendapatan Negara Bukan
Pajak (FNEF). Pada tahun 2011 berhasil diperoleh
penerimaan FNEF BHP Frekuens Radio sehesar
Rp. B790.907.340.224 atau 1039 % darl target
vang dibebankan oleh pemerintah pada tahun
2011 sebesar Rp. B461.222.697.673,- sedangkan
Fencapatan PNEP dari sertifilkasi sampai bulan
Cesember 66.659,774.000,- ataw 133.37% dar
target 2011 sehesar Rp. 50,000, 500,000,- . Sehingga
total penerimaan PNBP dan keduanya adalah Rp.
B.857.567.114.224 (104,1 %) dari target sehexar Rp.
B.511.223.197.673,-.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan
informasi tentang keberadaan Ditjen SOPPLdan apa
saja hal- hal penting yang telah dihasilkan sepanjang
tahun 2011, Semoga laporan ini dapat bermanfaat
dan semoga Ditpen SOPPI dapat terus meningkatkan
kiner jaiya di tahun — tahun beributnya.

Warsalamu'alaikum Wr Wh.

Jakarta, April 2012

DIREXTUR JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANG | RMATIEA

DI SETLAWAN, M_Eng.




Daftar Isi

Eata Pengantar
Diafrar Isi
Diafrar Tabel
Daftar Gambar

1. SEKILAS DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS

AN INFORMATIEA 1
2, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA 2
£ Visi dan Mis F)
2.2 Swuktur Organisasi Direktorat
Jenderal Sumber Dava dan
Perangkat Pos dan Informatika i
2.3 Sumber Daya Manusia 4
431 Komposisi Pegawai
Berdasarkan Unil Kerja 4
43,7 ¥omposisi Pegawai
Berdasarkan Pendidikan 5
432 Komposisi Pegawai Berda-
sarkan Jabatan Struktwral &
234 Komposs Pegawai Berda sar-
kan Pendidikan Perjenjangan E
2.3.5 Pegawai UFT Manitoring
Spektrum Freluensi 7
236 Penyidik Pegawai Negeri
Sipil [FPMWE) f
3, KEBIJAKAMN DAN REGULASI 10
2.1 FKebijakan Broadband Wireless
Access [EWA} 10
3.2 Kebijakan TV Digital 14
3.3 Kebijakan Trunking 15
34 K:h'l'i.ll:ln ﬁl\ll Hak Penggunaan
Frekuens Kadio Berbasis Fita 18
3.5 Penataan Fita 3G z0
1.6 Pengaturan Penyelenggaraan
Pendidikan SKOR dan REOR 2
1.7 Produk-Produk Regulas Yang
Ditetapkan Selama Tahun 2011 3

PENCAPAIAN KINERJA TAHUMN 2011 F4:
4.1 layanan Publik SDPPI e
4.2 FProgram-Program Prioritas 2011 29
4.3 Kmerja Pelayanan Publik 29
4.3.1. Perifinan Frekuens Radio 29
4.3.2. Sertifikasi Peranghkat a2
4.3 3. Pengujian Perangkat 35
4,34, Sertifikasi Operator Radio
{IAR, IKRAF, SKAR, SKOR,
FRECR) ig
4.3.5. Monitoring dan Penertiban
Frekuensi dan Peranghat
Pos dan Informatika 43
4.3.51. Monitoring dan Pe-
nertiban Frekuens 42
4.3.52 Laporan Gangguan
Frekusnd a4
4.3.53. Monitoring Peng-
gunaan Perangkat LI
4.4, Capaian Program Kerja Frioritas 432
4.4.1. Penyusunan Road Map
Sitem Pengelolaan Spek-
trum Freluwensi Radio (SPFR] 48
4.4.2. Penyusunan Road Map SIM
S0PPI 49
4.4.3. Pembangunan SPFR Tahap 3 50
4.4.4. Pengembangan SIM SDFFI
Tahap 1 53
4.4.5. Penyusunan Standard dan
Persyaratan Teknik Peranghkat
Pos dan Informatika 57
4.4.6. Pengembangan Laboratorium
Penguan Feranghat 60
4.4.7. Koordinasi Satelit 63
4.5, Capaian Target Penerimaan Negara
Bukan Fajak {FHEF) K]
LAMPIRAN FOTO 65




Caftar Tabel

2.1 Jumlah FPNS menarut unit kerja selain 4.7. Laporan Gangguan Frekuensi menurt
UFT Balai Monitoring L] Kota Tahun 2011 A4
31,  Pengelolaan spektrum frekuens BWA 4.8 Pengawasan Label Alat/Perangkat
2,3 GHr menurut penyelenggara 13 Terminal Pos dan Informatka 46
3.2, Alokasi blok frekuensi di setiap zona 4.9, Pengawasan KEeberadaan Pemegang
layanan, i4 Sewtifikat Alat dan Peranghkat Terminal
Fos dan Informatika ar
3.3, Mawik Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2011. i 4.10. Verifikasi Lavanan Purna lial (Service
Centre) Pemegang Sertifikat Peranghkat
4.1, Jumlah Penggunaan Frekuens (ISR) Terminal Pos Dan Informatika 47
berdasarkan pita frekouensi %
4,11, Fenertiban Alat/ Perangkat Terminal
4.2, Jumlah penggunaan kanal frekuensi Fos dan nformatika secara Terpadu a8
menurut service 2009-2011 3 — —
4.12. Target dan realisasi pembangunan
4.3, Penerbitan 15K service menurul propins pembangunan SMFR 53
Tahun 2011 1
4,12, Perbandingan Keunggulan/Kelebihan
4.4, Peserta dan Kelulusan RECR diantara AFMS, SIMF dan SIMS 56
Tahun 2009- 2011. 40
4.14. Target dan Realisasi Penerimaan PNEP
4.5, Peserta dan Kelulusan SEOR Citjen SCPPI Tahun 2011 63
Tahun 2002- 3011 41
4.15. Perkembangan Penerimaan PNEF Ditjen
4.6, Rekapitulas Penertiban oleh SOPPLmenunit sumber (=1

masing-masing UFT Tahun 2011 43




Daftar Gambar

21

4.4,

Susunan Struktur Organicasi
Ditjen SOFFI

Komposis Jumlah Pegawai Direktorat
Jenderal SDEFL

FA

Komposis Jumlah Pegawai Direktorat
Jenderal SOPFI Menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2011

24,

Komposisi Eselon di Direktorat Jenderal
SDPPImenurut unit kerja

2.5

6.

Propors pegawai yang sudah men giluti
pendidikan penjenjangandi
masing-masing unit kerja

Pegawai UFT Monitoring Frekuensi
menurut lokasi UPT

2T

Proporsi FPNS terhadap Pegawai di unit
kerja di Ditpen SOPPI

il

Ferbandingan rencana pembagian blok
pita frebuensi 380-430 MHz antara
tahap pertama dengan tahap kedua

16

4.1

4.4,

4.5

4.4,

Komposisi penggunaan spektrum Freluensi

menurut pita frekuensi

Ferkembangan Jumlah Penerbitan
Sertifikat untuk masing-masing lenis
2006=2011

Komposisi Sertifikat Peranghat
menurut jenis pemohon

Komposisi Penerbitan Sertifikat
Perangkat menurut lenis Perangkat
dan lenis Sertifikat

E]
EE]

EE]

4.5

Cistribusi sertifikat yang diterbitkan
tahun 2011 menurut negara asal
perangkat

EH]

4.6

Perkembangan Pengujian Peranghkal
dan Penerhitan SF2

35

4.7,

4.8

Komposis perangkat yvang diuj
di EBPPT menurut Megara Asal
Tahun 2011

Komposish peranghkat vang diuji
menurut benis Perangkat Tahun 2011

El:]

ET)

4.9,

4.10.

negara asal Tahun 2011

Komposist umlah peranghkat yang diug
menurut jenis perangkat dan

Perbandingan Penerbitan WAR, IKRAP
dan SKAR Tahun 2010 dan 2011

a7

ig

Propord Sertifikat vang dikeluarkan
menurut jends sertifikat menurut
Pulau Besar

Perbandingan Tingkat Kelulusan REOR
menurut kota penyelenggara
2009- 2011

39

41

4134,

Komposisi lenis Pelanggaran
Tahum 2011

4,138

4,14,

Komposisi Jenis Tindakan Penertiban
oleh UFT Tahun 2011

Perbandingan laporan gangguan
frekuens menurut pulau besar
semester 1 dan 2 tahun 2011

45

4,15,

Jumlah gangguan frekuensi menurut
jenis frekuensi tahun 2011

45

4,16,

Foadmap IT Master Flan SOPF] dari
tahun 20132 sampai dengan 2017

50

417,

Konfigurasi SPFR

51




Bab 1.

Sekilas Orektorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika

(SDPAY)

Direktorat lenderal Sumber Daya dan Peranghkat
Pos dan Informatika adalah unit kerja eselon 1 yang
berada di bawah dan bertanggung pwab kepada
Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Eominfo
Homor  17/PERSM.KOMINFOS 2010,  Direktorat
Jenderal SDPPL ini berfokus pada pengaturan,
pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan
perangkat pos dan informatika yang terkait dengan
penggunasn oleh internal ([pemerintahan) maspun
publik luas/masyarakat.

Secara formal tahun 2011 menjadi tahun
pertama  keberadaan  dari Direktorat  Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
{S0PPI)  sebagai  bagian  dari  Kementerian
Eomunilasi dan informatika, Sebelumnya tugas dan
!ur!!:i dari Direktorat Jenderal SOPPL i berada de
bawah Direktorat lenderal Pos dan Telekomunikass
vang dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal
yaitu Divektorat  Jenderal Sumber Caya  dan

Ferangkat Pos dan Informatika dan Direktosat
lenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Pembentukan Direktorat Jenderal SDPPI ini secara
khusus merupakan tuntutan perkembangan dan
beban kerja di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika,

Sumber daya frekuens dan perangkatnya ada-
lah bagian yang tak terpisah dari penyelenggaraan
bidang pos dan informatika. Sehingga terdapat
tuntutan khusus tentang kinerja dar Direktorat
lenderal Sumber Daya dan Feranghkat Pos dan
Informatika dalam pengelolaan dan pengaturan
pemanfaatan sumber daya dan peranghkat pos dan
informatika ini, yang terpicah dari penyelenggaraan
bidang tersebut Oleh karena itu diperlukan suatu
unit kerja yang khusus menangani pengaturan dan
p:n“l-d;ln hidmg sumber dhll dan peranghkat
pos dan informatika serta perlu adanya indikator
kinerja yang jelas atas pencapaian-pencapaian yang
telah dilakukan oleh unit kerja tersebut,




Bab 2.

Qrganisasi dan Sumber Daya Manusia

2.1, Visi dan Misi

Untuk mencapai keberhasilan dalam melak-
sanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
mendukung Visl dan Mis Kementerian Komunikasi
dan Informatika:

Visi

“Terwujudnys Indonesia Informatil menup
masgarakat  sejahtera  melalui pembangunan
kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah
lingkungan, dalam kerangka NERI®

Misl
Dari 5 mis Eementerian Eomunikasi dan
Informatika, misi yang diemban oleh Cirektorat
Jenderal Sumber Daya dan Ferangkat FPos dan
Informatika adalah:
= Mid 2: Mewujudkan birokrasi layanan pos,
komunikasi dan informatika yang profesional
dan memiliki integritas moral yang tinggi
=  Mis 4: Mengembangkan sistermn komunikasi
dan nformatika yang berbasis kemampuan
lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah

linghkungan

Circktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika mempunyai tugas merdmus-
kan serta melaksanakan kebijakan dan standardi-
sasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika, Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Wnformatika menyelenggarakan
Fungsi:
{1} Perumusan kebijakan di bidang sumber daya
dan peranghkat pos dan informatika;
(2} Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya
dan perangkat pos dan mbormatika;

(3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang sumber daya dan perangkat
paos dan informatika;

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluas di
bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika; dan

{%) Felaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Cuymber Daya dan  Perangkat Pos  dan
Informatika.

1.2, StrukturOrganisasi Direktorat lenderal Sumber
Daya dan Paranghkat Pos dan Informarika
Direktorat Jenderal SOPPL adalah unit kerja

baru setingkat eselon tatu yang berfokus pada

pengaturan, pengelolaan  dan  pengendalian
sumberdaya dan perangkat pos dan informatika.

Cganisas Direktorat lenderal Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan informatika terdin atas:

1. Sakratariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Dwektorat lenderal mempunyai
wgas melaksanakan pelayanan  teknis  dan
administratif kepada seluruh satuan organisas
di lnghungan Direkvorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Wnformatika. Sekretariat
lenderal terdiri dari (i) Bagian Penyusunan Program
dan Pelaporan, (i} Bagian Hukum dan Kerja Sama,
(i) Bagian Keuangan, dan {iv] Bagian Umum dan
Organisasi.

2. Dirab Penataan Sumber Daya;

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluas di bidang penataan sumber daya.
Dirckiorat Penataan Sumber Daya terdin dari (i)
Subdirektorat Penataan Alokass Spekitrum Cinas



Tetapdan Bﬂsuikmrlntﬂ&ﬂ;d" -'.l'cl:ur-lt

ataan
Alokas Spektrum Mon Dinas Tetap dan Bergerak
Darat, (i} Subdirektorat Pengelodaan Orbit Satelit;
{iv] Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya, dan v}
Subdirektorat Harmeonisasi Teknik Spekirum,

3, Direktorat Opesrasi Sumber Daya;

Girektorat Operasi Sumber Daya mempunyai
tugas melakianakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, serta pemberian bimbingan telmis dan
evaluasi di bidang operasi sumber daya, Direktorat
Operas Sumber Daya terdiri dari (i) Subdirekeorat
Pelayanan Spekirum Dinas Tetap dan Bergerak
Darat; (ii] Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non
Diras Tetap dan Bergerak Darat; {iiib Subdirektorat
Sertifikasi Operator  Radio; (iv] Subdirektorat
Penanganan Biaya Hak FPenggunaan Frekuenss
Radio; dan (v} Subdi-rektorat Konsultansi dan Data
Operas Sumber Daya.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika;

Cirektorat Pengendalian Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan informatika mempunyai tugas
melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi & hidang pengcndlﬁ.ln sumber vrh'p
dan perangkat pos dan informatika. Dwrektorat
Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika ini terdiri dari (i} Subdirektorat
Pengelolaan Sistem  Monitoring  Spektrum, [}
Subdirektorat  Pengelolaan  Sistem  Informas
Mana jemen Spektrum, (i) Subdirektora tMonitoring
dan Penertiban Spektrum, dan (iv] SubdirekEorat
Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan
Informatika

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan

Infarmatiln;

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan
Informatika mempunyai tugas melaksanakan peru-
musan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknisdan evaluasi dibidang
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ilil'lal‘:ﬂ‘j-!:ﬂ'i} perangkat pos dan  informatika.
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan infor-
matika terdiri dari (i} Subdirektorat Teknik Pos
dan  Telekomunikasi, (i} Subdirektorat Teknik
Komunikasi Radio, (i) Subdirektorat Penerapan
Standar Pos dan Telekomunikas, (iv) Subdirektorat
Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar dan
[v} Subdircktorat Standar dan Audit Perangkat
Lunak,

6. Unit Palaksana Teknis, yaitu:

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja
mandiri yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Fos dan Informatilea
yang secara khusus memiliki wgas dan fungs
melakukan kegiatan yang bersfat teknis [non
kebijakan). Kegiatan tersebut meliputi pelayanan
teknis  dan  pelayanan  publik, monitering  dan
penertiban dalam bidang pemanfaatan sumber
daya dan perangkat pos dan informatika. Terdapat
dua UFT i Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Peranghkat Pos dan informatika.

al. Balai Besar Pengujian Perangkat Teleko-
munikasi,

Balai Besar Pengujian Perangkat Teleko-
munikasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang
memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan
pengujanalat/perangkattelekomunikasiantara
laim: [a) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis
Radio, ([b)] Alat/Perangkat Telekomunikasi
Berbasis  Mon  Radio, [c] Electromagmetic
Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikas,
(d] Pefayanan Kalibrasi Perangkat Tele-
komunikasi, dan (d} Fasa Penyewaan Alat
Crganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Fengugian
Perangkat Telekomunikasi mengacu  pada
Peraturan Menteri Komunikasi dan infermatika
No Z0/PERSM.EDMINFOSSS 2007 tanggal 20
April 2007, Untuk menjamin mutu pengufian
dan kompetens laboratorium yang lebih baik,
Ealai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
telah menerapkan Sistemn Manajemen Mutu
yang mengacu pada 190-17025 : 2005 dan telah
memperoleh akreditad dari Komite Akreditas
Hasional (KAN] LE-112-10M sefak tahun 2001,
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b). UPT Monitoring Spektrum Frakuens
Unit Pelaksana Teknis [UFT) Monitor
Spektrum Freluensi Radio mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pengendalian
dibidang pengpunaan  spektrum  frekuensd
radio yang meliputi kegiatan pengamatan,
deteksi  sumber  pancaran,  monitoning,
penertiban, evaluas dan pengujian ilmiah,

pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi
radio, penyusunan rencana dan  program,
penyediaan  suku  cadang, pemeliharaan
dan perbaikan peranghat, serta  urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan, Tugass
dan Tfungs ini dilakukan melalui Balai, Pos dan
Loka Monitoring spektrum  frebuensi yang
tersehar di 35 daerah di seluruh Indonesia.
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Gambar 2.1
Susunan Struktur Organisasi Ditjen SOPPI

2.5, Sumber Daya Manusia

Untuk mendulung pelaksanaan tugas dan
fengsinya, Direktorat lenderal Sumber Daya dan
Perangkat Fos dan informatika didubung dengan
stal pegawal yang berumlah 1382 orang pada
berbagai jabatan dan posisi, Sumber Daya manusia
pegawai di Direktorat Jenderal SDPPLn juga berasal
dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan
kebutuhan yang ada di setiap unit kerfa yang ada.,

2.3.1. Komposisi Pegawal Berdasarkan Unit Kerja

Sampai dengan awal bulan 31 Desember
£011, jumlah pegawai yang berada di bawah
Direktorat Jenderal SOPPI berjumiah 1383 orang.
Jumilah tersebut tersebar di beberapa unit kerja
di Dwektorat lenderal SDFFI maupun  pegawai

vang diperbantukan atau dipekerjakan di wnit
kerps lain di Internal Kementerian Komuntkas dan
Informatika maupun i instansi lain. Beberapa
pegawai dipekerjalan di Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Kewangan [PPATE).

Froporsi terbesar pegawai di Direktorat ben-
deral SOPPI adalah di Unit Pelaksana Teknis (LFT)
Manitoring Spektrum Frekuens vaitu sebanyak 852
orang atau sekitar 52% yang tersebar di 3% balaif
loka/pos monitoring frekuensi. Ciluar UPT, jmiah
pegawai Direktorat Jenderal SDPFI yang paling
banyak adalah di Sekretariat Direktorat Jenderal
yaitu sebanyak 165 orang (12%). Sedangkan umlah
pegawai di Dircktorat sebanyak 258 orang yang
terbagi ke dalam empat Direktorat.
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Gambar 2.2,
Komposisi lJumlah Pegawai Direktorat lenderal SOPPI

2.3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Eomposisi pegawai berdasarkan tingkat pen-
didikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

sekitar pegawai sehanyak 1383 arang, pegawai yang
berpendidikan 51 dan SLTA sebesar masing-masng
A7 8% dan 32, 8%. Sebagaimana yang diperlihatkan

sarjana [S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkst Atas  obeh gambar 2.3 dibawah ini.
|50LTA} merupakan pmiah pegawai paling besar. Dari
SMP 3,2% 5D: 2.6% Boktar; 0,2%

Sumber dota; Buku Dote Stotistik Digien SOPP 2011

Gambar 2.3,
Komposisl Jumlah Pegawal Direktorat Jenderal 5DPP Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011
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ing-masing unit
kerja menunjukkan jumlah pegawai berpendidikan
sarjana dan magister paling sedikit terdapat di dua
WFT yang ada yaitu UFT Balai Monitoring Frekuensi
dan UPT Balai Fengujian Perangkat Telekomunikas,
Fropors  pegawail  berpendidikan  Sarjana  baru

Komposis kepegawaian di

mencapai  32,8% dan hanya 51% pegawai
berpendidikan 52/53 dari tofal pegawai di Ealai
Monitoering Frekuensi yang cukup besar, Sementara
di UFT Balai Pengujan Peranghkal proporsd pegawai
berpendidikan sarjana jugs baru mencapai 35.2%
dan pegawai berpendidikan 52/53 baru mencapai
13%. Pada saal yang sama propors pegawai
berpendidikan sarjana di Direktorat di Ditjen SOPPI
mencapai lebih dari 45% kecuali di Direktorat
Operas Sumber Daya yang mencapai 3%
Pada Direktorat Standardisasi, propors pegawai
berpendidikan sarjana sudah mencapai 64.1%,
sementara di Direktorat Penataan Sumberdaya,
pegawai berpendidikan 52/53 mencapai 25% dari
total pegawan.

as
L

omp ?'mm1 Berdasarkan Jabatan

Struktural

Komposisi struktural pegawai di Direktorat
lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatiks menunjukkan terdapat 773 pejabat
eselon dari eselon | sampai eselon IV di Englup
Direktorat lenderal SDPPL Sesuai dengan umlah
pegawai dan wunit kerja di dalamnya, jumlah
pejabat eselon paling banyak terdapat di UFT Balai
Monitoring dengan 93 pejabat eselon. Meskipun
tidak terdapat pejabat eselon | maupun 11 di UPT
vang tersebar di 35 lokasi ini, namun terdapat 36
pejabat eselon 1l dan 57 pejabat eselon IV yang
tersebar di seluruh UFT. Komposisl pejabat eselon
di masing-masing direktorat dan unit kerja di
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika menunjukkan komposisi yang
proporsional dan seimbang antar unit kerja seperti
ditunjukkan pada gambar 2.5 Komposisi antars
eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 difuar UPT hampir
seimbang pada semua unit kerja,

|
120 7
100% <
ED% o
6% A
4 1
0% 4
[ 0%
Sebdijen | DR, o, b, o, | WPTDalal | UPT Bl
Penatian | Oparasi | Pengenda) Standand uji Blondcain
tumberda| Sumbserds | Ko S0P asiibpg )
iyl (L]
iV e o, 4T =% LN 500% 00,7
=i 227 19.8% B A% 5, 0.0% 39,1%
i 5, i 5% 594 i T 1ot L5
mi 5.8% LY 0.0% 0.0% L8 -1 [-FH
|

Swmber doto: Gostk Dirjen SDPPI 201 1

Gambar 2.4.
Komposisi Esalon di Direktorat Jenderal SDPPI menurut unit kerja



2.3.4. Kompoaisi Pagawal Berda
Perjenjangan

Pendidikan penjenjangan adalah suatu proses
atau kegiatan pembelajaran bagi Pegawai Megeri
Shpdl { PNS) di lingkungan Direktorat lenderal Sumber
Daya dan Perangkat Fos dan Informatiks yang sangat
terkait dengan pembinaan karir PNS dalam jabatan
struktural. 'Scblrrr-l: Fa2 p:g:w.i di Cerekiorat
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enderal  SDPFl telah mengikuti  pendidikan
penjenjangan pada berbagai level seperti SPATI,
SPAMEN, SPAMA dan ADUM. Jumlah tersebutberart
telah mencapai 21% dari total pegawai di Cirektorat
lenderal SCPPL Froporsi pegawai yang paling
banyak telah mengikuti pendidikan penjenjangan
adalah Direktorat Standarisasi Peranglkat 34,4% dan
Cirektorat Penataan Sumberdaya sebesar 30,4%.

S0P
)
40 34,4%
3o ¢ 215% 6%
ITI%
20
10%
%
Gambar 2.5,
Proporsi pegawai yang sudah mengikuti pendidikan penjenjangan
di masing-rmasing unit kerja.
2.3.5. Pegawai  UPT  Monitoring  Spektrum vang tidak terlalu besar dengan dmamika sosal
Frakuensi ekonomi serta tingkat kemajuan daerah yang tidak

Khusus untuk pegawal di UFT Monitoring
Spektrum  hekuensi, distribus  jumlah  pegawai
menurut UPTyang tersebar di 25 lokas menunpukkan
adanya variasi jumlah pegawal antar UPT. Varfasi ind
semiai dengan kelas dari UPT Monitoring Spektrum
Frekuens di masing-masing daerah, Pada beberapa
UFT di daerah dengan tngkat penggunaan frekuenss

terlalu tinggi, jumlah pegawai di UPT tersebut pga
cenderung tidak besar. UPT Bangka Belitung, UPT
Kendari, UFT layapura, UFT Gorontalo, UPT Ternate,
UFT Palangkaraya dan UPT Banjarmasin memiliki
pimlah pegawai yang sedildt (kurang dari 30 orang).
Hal ini terkait dengan beban monitoring frekuens
vang relatif lebih sedikit dibanding UFT labnnya.
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Gambar 2.6.
Pegawai UPT Monitoring Frekuensi menurut lokasi UPT

2.1.6. Panyidik Pegawal Negeri Sipll [PPNS)
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Fos dan informatika yang memiliki tugas dan fungsi
untuk melakukan pengawasan dan  penertiban
terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang dilakukan di
wilayah hukum Indonesia jugs memiliki pegawai
yang berstatus Penyidik Pegavwai Negeri Sipil PPNS),

Keberadaan PPNS ini terutama terdapat di UPT
monitoring spekirum frekuens yang memiliki lugas
melakukan monitoring dan penertiban frekuenst di
wilayah kerjanya. Pada tahun 2011 terdapar 238
FPNS di Direktorat Jenderal SOPPI dari total 1341
pegavwal yang dipekerjakan atau mencapai 17,7%.
Jumlah terbesar PPNS terdapan di UFT Monitoring
Spektrum Frekuens yang bermlah 206 orang atau
B6,6% dari total PPNS yang ada,



Tabal 2.1, Juml;

Ne Unit Karja
1 Sekretarial Direktorat benderal
it Penataan Sumberdaya
it Operas Sumberdaya
it Pengendalian SDPPI

- o R

5 [t Standarisasi PP

&  UPTBalal Uf

7 UFT Monitoring Spekirum Frekuens
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. CITRER SDPFI
ain UPT Balai Maonitering
PPNS  Total Pagawal

a 165

2 =

5 78

2 &1

(%]

5 54

206 274

Sumber: Data Statistik Dirjen SOFPPI Tahun 2011

Ferbandingan antara PPNS dengan  jumlah
pegawai yang paling besar terdapat di UPT
Monitoring  Spektrum  Frehuensi yang mencapai
23,9%. Propord yang juga cukup besar juga terdapat
di Direktorat Standardisasi yaitu sebesar 14,1%

Sementara di unit kerja lain terutama di Cirektorat
Pengendalian  SOPPI dan  Direktorat  Penatan
Sumber Daya, proporsi hanya kurang dari 5% Hal
ini terutama disebabkan di dua unit kerja tersebut
tidak terfalu banyak dibuwiuhkan PPNS

LiPT Monfrek

LIPT Rualad LI

Div. Standarisasi PP

Dit. Pengendalian S0FPI

6L Opesasd Sumberfayga

Uit Penataan Sumberdaya
Sekretariat Mrektorat lenderal

5% 10% 15%

0%

Sumber dato: Doto Statisdk Qirfen S0PPT Tohun 2011

Gambar 2.7,
Proporsl PPNS terhadap Pegawal di unkt kerja di Ditjen SOPPI







